BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Anak
Martapura meliputi pendidikan dan pengajaran, bimbingan keagamaan,
kegiatan kepemudaan, olah raga dan rekreasi, pembinaan kesenian dan
keterampilan.

2. Pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan di Lapas
Klas 1lA Anak Martapura berjalan dengan baik dan sesuai dengan
Undang-undang RI No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU RI
No. 32 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, UU RI No. 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU RI No. 11 tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak, dan PP RI No. 32 tahun 1999 tentang
Syarat dan tatacara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

3. Problematika pembinaan yang dihadapi di Lapas Klas Il1A Anak Martapura
meliputi:

a. Pendidikan dan pengajaran adalah kurangnya minat anak didik,
minimnya sarana belajar-mengajar, kegiatan belajar yang tidak efisien,
bila habis masa tahanan anak tidak mau lagi meneruskan paket
kesetaraannya baik di dalam maupun di luar, dan kurang proaktifnya

sekolah terhadap siswa mereka yang berkonflik dengan hukum
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b. Bimbingan keagamaan yaitu banyak anak didik pemasyarakatan yang
tidak bisa membaca alquran dan shalat dengan benar.

c. Kegiatan kepemudaan (kepramukaan) hanya dilaksanakan di dalam
Lapas, karena anak didik pemasyarakatan adalah warga binaan yang
menjalani masa pidana dan kehilangan kemerdekaan

d. Olah raga dan Rekreasi yaitu tidak semua Anak Didik Pemasyarakatan
dapat diikut sertakan untuk kegiatan yang dilaksnakan diluar Lapas,
karena dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur dan
aturan yang berlaku di Lapas,

e. Pembinaan Kesenian yaitu, kurangnya sarana dan prasarana dan tenaga
instrukstur yang profesional.

f. Pembinaan Keterampilan yaitu kurangnya tenaga pembina yang benar-
benar terampil untuk membina Anak Didik Pemasyarakatan.

. Solusi pembinaan yang dilakukan pihak Lapas atas problematika

pembinaan sebagai berikut:

a. Pendidikan dan pengajaran yaitu dengan memberikan motivasi bagi
anak didik pemasyarakatan untuk menyelesaikan paket kesetaraan
mereka baik di dalam maupun di luar Lapas. Memberikan fasilitas bagi
siswa yang ingin ikut ujian akhir di Lapas. Memisahkan kegiatan
belajar-mengajar antara napi laki-laki dan wanita, memamfaatkan
tahanan pemdamping yang lulusan keguruan untuk menjadi

pendamping totur dan mengadakan kerjama (Muo) dengan pendidikan
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dan kebudayaan untuk mengirim tenaga pengajar sesuai dengan bidang
studi yang dibutuhkan.

Bimbingan keagamaan yaitu program baca tulis Alguran dan
pelaksanaan shalat secara berjamaah dan pemberian kajian keislaman
lainnya.dengan memamfaatkan tahanan pemdamping yang punya
kemampuan dan mengadakan kerjasama (Muo) dengan Kemeneterian
Agama Kota Kabupaten Banjar dan organisasi keagamaan untuk
mengirim tenaga penyuluh keagamaan.

Kepemudaan yaitu mengadakan kerjasama (Muo) dengan Polres Kab
Banjar untuk membinan kegiatan kepramukaan dan kalau bisa
mengikut sertakan mereka dalam kegiatan kepramukaan diluar Lapas.
kesenian yaitu bekerjasama dengan instansi-instansi lain untuk
mengirim tenaga instruktur yang menguasai bidang seni dan musik
Keterampilan yaitu mengadakan kerja sama (Muo) dengan Dinas
sosial dan Tenaga Kerja untuk melatih keterampilan warga binaan
permasyarakatan dengan mengirimkan tenaga penyuluh maupun
tenaga terampil lainnya dan menampilkan kegiatan anak didik
pemasyarakatan pada even-even tertentu dan menginformasikan
kegiatan di Lapas melalui media cetak maupun sosial untuk
menggugah masyarakat maupun instansi terkait untuk turut serta

membantu membina warga binaan.
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B. Saran-Saran

1. Diharapkan Pemerintah Daerah dan Kementerian Hukum dan HAM dapat
menempatkan/menambah tenaga pembina khususnya petugas keagamaan
dan pengamanan.

2. Diharapkan instansi pemerintah seperti kementerian pendidikan dan
kebudayaan dan Kementerian Agama untuk turut membantu membina
khususnya bagi anak didik pemasyarakatan dengan mengirim tenaga
pengajar yang dibutuhkan dan sesuai dengan bidang studi yang diajarkan,
penyuluh agama juga tenaga tenaga terampil yang profesional untuk
memberikan pelatihan keterampilan seperti komputer, mesin maupun

keterampilan lainnya yang diperlukan anak didik pemasyarakatan.
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